
Menimbang: a.

Mengingat : 1.

b.

BI'PATI BUOL

PERATURAN DAERAH KAE}UPATEN BUOL
NOMOR 05 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSi RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

bahwa dengal berlakunya Undang-Undalg Nomor 28
Tahun 2O09 tentang pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, maka diperlukan upaya untuk menggali
sumber-sumber pend€tpatan asli daerah guna
membiayai kelancaran penyelenggaraan pemerintahan,
pembalgunan dan pembinaan kemasyarakat;

bahwa Retribusi Rumah Potong Hewanad a-la,tr
merupakan kewenangan Pemerintah Daerah
kabupaten/Kota guna lebih meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat dan kemandirian daerah dengan
prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran
serta masyarakat dan akuntabilitas dengan
memperhatikan potensi daerah yang ad,a;

balwa berdasarkan pertimbalgan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah
Potong Hewan;

Pasal 18 ayat (6) Undaag-Undang Dasa-r Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan
Hewan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2824);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali,
dan Kabupaten Banggaj Kepulauan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali,
dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara
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5.

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2OO4 Nomor L25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371
sebagaimana telatr diubah beberapa kati terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2OA4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 48441;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049l';

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLL tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlI
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523fl;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun t997 tentang
usatra peternakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3253);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2OIO tentang
Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pdak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O7O
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

11. Peraturan Daerah Nomor 01 Tatrun 2OO8 Tentang
Urusan Pemerintah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah
Tahun 2008 Nomor 01);

72. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2OO9 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Buol Tahun 2OO9 Nomor 05);

6.
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL

Menetapkan

dan

BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH
POTONG HEWAN.

BAE} I

KETENTUAN UMUM

Pasa] 1

Dalam Peraturan Daeral ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buol.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Buol.
4. Pemerintaha.n Daerah adalah Penyelenggaraan unlsan Pemerinta-haa oleh

Pemerintah Daerah clan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengarr prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalorn Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pejabat adalah Pegawai Negeri sipil yang diberi tugas tertentu dibidang
Pajak Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

6. Dinas Pertanian dan Peternakanadalah unsur pelaksaaa Pemerintah Daerah
dibidalg Pertanial dan Peternakan.

7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Buol.
8. Pemegang Kas Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah atau Bank

Presepsi yang di tunjuk
9. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus

Penerima pada Dinas Pertanial dan peternakan Kabupaten Buol.
10. Badan adalai sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yarg tjdak melakukan
usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan Komanditer,
Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan
nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Dana pensiun,
Persekutua-n, Perkumpulan, yayasan, Organisasi Massa, Organisasi
sosial Politik atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi
kolektifdan bentuk badan usaha tetap.

11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan
Daerah. sebagai pembayaran atas jasa atau pemberi an izi; teientu
yang khusu disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah
untuk kepentingan Orang pribadi atau Badan.
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12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan
yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan iainnya yang
dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan.

13. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena
pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

14. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah
tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas
kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.

15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatal mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besa,nya
retribusi ya-ng terutang sampai kegiatan penagthan Retribusi kepada
Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

16. Wajib Retribusi adalah Orarg Pribadi atau Badan yang menurut
Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong
retribusi tertentu.

17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan
perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang 'telah
dllakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan
cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh
Kepala Daerah.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan
SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya
jumlah pokok retribusi yang terutang.

20. Sura Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat dengan SKRDLB adalah Surat Ketatapan Retribusi yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah
kredit retribusi lebih be sar dari pada retribusi yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.

21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi
adminstratif berupa bunga dan/ atau denda.

22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkaa dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam
rangka pengawas€rn kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan perp4jakan
Daerah.

23. Penldikar Tindak Pidana dibidang Retribusi Daera_h adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai Negen
Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindal<
pidana dibidang Perpajakan Daerah yang tedadi serta menemukan
tersangkanya.
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NAMA, ORIEK, DAN SUB.IEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewaa dipungut Retribusi sebagai
pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan
hewan ternak.

Pasal 3

{1) Objek Retribusi adalah Pelayanan penyediaal fasilitas rumah
pemotongan hewan ternaktermasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan
hevuan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki'
dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak
yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan
pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan
yang menggunakan pelayanan tempat pemotongan hewan ternak.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasa] 5

Retribusi Rumah Potong Hewar digolongkan sebagai Retribusi Jasa
Usaha.

BAB TV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6
Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Rumah Potong Hewan diukur
berdasarkaa jenis hewan, jenis pemeriksaan, jumlah unsur ba.l.arl
pemeriksaan dan pemakaian fasilitas.

BAB V

PRINSIP YANG DTANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasa-] 7

(1) Prinsip penetapan tarif Retribusi Rumah potong Hewan didasarkan
pada tujua_n untuk memperoleh keuntungan yang layak.



(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah' 
keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan rumah potong hewan
tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar'

BAE} VI

STRUKTUR DAN BESARI{YA TARIF RETRIBUSI
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Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1. Setiap pemeriksaar kesehatan hewan sebelum dipotong dikenal<an
pungutan sebagai berikut :

a. Untuk Usaha :

b. Untuk h4iatan:
- sapi, kerbau, kuda dan babi
- kambing dan domba
- ayamdan sejenisnya

c. Karena terpaksa/darurat :

- sapi, kerbau, kuda dan babi Sebesar Rp. 5.000,- /ekor
- kambing dan domba Sebesar Rp. 2.000,- /ekor

2. Setiap pemeriksaan kesehatan hewan sesudah dipotong dikenakan
pungutan sebagai berikut:
a. Untuk Usaha :

- sapi, kerbau, kuda dan babi Sebesar
- kambing dan domba Sebesar
- ayamdan sejenisnya Sebesar

b. Untuk haiatan :

- sapi, kerbau, kuda, dan babi Sebesar
- kambing dan domba Sebesar
- ayamdan sejenisnya Sebesar

Rp. 10.000,-/ekor
Rp. 5.000,-/ekor
Rp. 1.5OO,- /ekor

Sebesar Rp. 5.000,- /ekor
Sebesar Rp. 2.OOO,- /ekor
Sebesar Rp. 1.000,- /ekor

Rp. 15.000,- /ekor
Rp. 5.000,- /ekor
Rp. 1.500,- ,/ekor

Sebesar Rp. 5.000,- /ekor
Sebesar Rp. 3.O00,- /ekor
Sebesar Rp. 1.500,- /ekor

- sapi, kerbau, kuda dan babi
- kambing dan domba
- ayamdan sejenisnya

c. Karena terpaksa f darurat:
- sapi, kerbau, kuda dan babi Sebesar Rp. 5.000,- /ekor
- kambing dan domba Sebesar Rp. 2.500,- /ekor

3. Pemakaian Rumah Potong Hewan dan kamar pelayanan dagrng (chilling
room) dikenakan pungutan sebagai berikut :

a. Rumah Potong Hewa-n :

- sapi, kerbau, kuda dan babi Sebesar Rp, 25.000,- /ekor
- kambing dan domba Sebesar Rp. 3.000,- /ekor
- ayamdan sejenisnya Sebesar Rp. 1.OOO,- /ekor

b. Kamar Pelayalan Dagrng (Chilling Room):
- sapi, kerbau, kuda dan babi Sebesar Rp. 7.500,-/ekor
- kambing dan domba Sebesar Rp. 3.000,-/ekor
- ayamdan sejenisnya Sebesar Rp. 1.OoO,-/ekor

c. Karena terpaksa/darurat:
- sapi, kerbau, kuda dan babi Sebesar Rp. 7.S00,-/ekor
- kambing dan domba Sebesar Rp. 3.000,-/ekor
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BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut dalam Wilayah Kabupaten Buol.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut dengan menggunakal SKRD.
Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengal
Peraturan Bupati.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

(1) Pembayaran retribusi yalg terhutang harus dilunasi sekaligus.
(2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-Iambatnya 15 (lirna belas)

hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan, dan STRD.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayarar, penyetoran,
tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

(1) Dafam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada
waktunya atau kuralg membayar, dikenakan sanksi administratif
berupa bunga sebesar 2o/o (duapersen) setiap bulan dari retribusi yang
terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan
me nggunakan STRD.

(2) Penagihan retribusi terutarg sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didahului dengan Surat Teguran.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

(1) Pengeluaran Surat Teguran atau peringatan atau surat iain yarrg
sejenis sebagai awal tindakan peiaksalaan penagihan Retribusi
dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jargka waktu 7 (tujuh) hari setelah Wajib Retribusi menerima
surat teguran atau peringatan atau surat lain yang
Retribusi harus melunasi retribusi terutang.

(3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh
ditunjuk.

sejenis, Wajib

yang sejenis
pejabat yang



2l

3)

r)

4)

BAB XIII

KEBERATAN

Pasal 14

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau
pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.
Keberatan diajukan seca-ra tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas.
Keberatan harus diajukan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi
tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka walrtu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaarl diluar kekuasaannya.
Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

adatah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan
Wajib Retribusi.

5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi
dan pelalsanaan penagihan Retribusi.

Pasal 15

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal
Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan
yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (U adalah untuk
memberikan kepastiax hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan
yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.

(3) Keputusan Bupati' atas keberatar dapat berupa menerima seluruhnya
atau sebagran, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang
terutang.

(a) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telai lewat
dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan
tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 16

(l)Jika peng4juan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2o/o (dua persen) sebulan untuk paling lar::a 12
(dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV

PENGEMBALTAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat
meng4jukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan
keDutusan.
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(3) Apabila jangka wa,ktu sebagaimara dimaksud pada ayat (2) q* ayat (3)

telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan dan
bxnole narus diieruitkan da-lam jangka waldu paling lama I (satu)

bulal.
(4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan

'pimbayaran Retribusi sebagaimana dimalsud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi
tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud
pad- ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah
lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 27"
(dua persen) sebulan atas keterlambatan pembaya-ran kelebihan
Retribusi.

(7) Tata cara pengembalian kelebiha-n pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 18 
.

(1) Hal< untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa
setelah melampaui wal<tu 3 (tiga) tahun terhitung sejal< saat
terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindal<
pidana di bidang Retribusi.

(2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (i)
tertangguh jika:
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b, ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung

maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak targgal diterimanya
Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b. adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya
menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum
melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidal langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan
keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 19

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi
Kabupaten Buol yang sudah kada-luwarsa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa
diatur dengan Peraturan Bupati.



BAB XVI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Bagan Kesatu
Penerima Insentif

Pasal 2O

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi
Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimal<sud pada ayat (l) ditetapkan
melalui Angga-ran Pendapatal dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimala dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peratural Bupati berpedomar pada
Peraturan Perundang-undangal.

Bagian Kedua
Sumber Insentif

Pasa-l 21

Insentif bersumber dari pendapatan Retribusi sesuai dengan ketentuan
peraturat perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Besaran Insentif

Pasal 22

(1) Besarnya Insentif ditetapkan 5o/o (lima perseratusldari rencana
penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk
Retribusi Rumah Potong Hewan.

(2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran
berkenaan.

Pasa-l 23

(1) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22ayat (2) untuk setiap bulaanya dikelompokkan berdasarkan realisasi
penerimaan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:
a. di bawah Rp. f 00.000.000,00 (seratus juta rupiah), paling tinggi 1

(satu) kali gqji pokok dan tunja_ngan yang melekat;
b. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp

250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), paling tinggi 2
(dua) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;

c. di atas Rp. 250.O00.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah),
sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), paling
tinggi 3 (tiga) kali gqii pokok darl tunjangan yang melekat;

d. di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), paling tinggi a
(empat) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

(2) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus
disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.
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Pasa-l 24

Penerima pembaya-ran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O

ayat (21 dal besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerinta-h Daeralt
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan
penyidikan tindal< pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimalsud pada ayat (1) adalah Pejabat pegawai
negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat
oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti atau laporan
berkenal dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar
keterangan atau lapran tersebut menjadi lengkap dal jelas.

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidala Retribusi Daerah.

d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

e. Melal<ukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

f. Meminta baltuan tenaga ahlidalam rangka pelaksanaan dalam
tugas penyidikan pidana dibidang Retribusi Daerah.

g. Menyuruh berhenti atau melarang seseor€rng meninggalkan ruang
atau tempat pada saat pemeriksaal sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawah
sebagaimana dimaksud dalam huruf e.

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi
Daerah.

i. Memalggil seseorang untuk mendengar keterangan dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi.

j. Menghentikan penyidikan.

k. Melakukan tindakan lain yang perld untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang
dapat dipertanggungjawabkan.
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(a) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan' 'dimutainya penyidikan dan menyampaikan penyrd]kannya kepada
penuntui umum mulai Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuar

dengan ketentua.n yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Aca-ra

Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

(1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8, dipidana dengaa pidana kumngan paling lama 3 (tiga)
bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi
terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalalt
pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaart
Negara.

BAB XIX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

(1) Tarif Retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) talun sekali.
(2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat

dengan memperhatikan indeks harga dan
perekonomian.

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(1) dilakukan
perkembangan

pada ayat (2)

Pasal 28

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaaan Peraturan Daerah ini sudah
ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini
diundangkan.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor
O5 Tahun 2008 tentang Retribusi Retribusi Rumah Potong Hewan
(Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2008 Nomor O5) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 30

Peraturan Daerah ini berlaku pada talggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
pJraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 10 September 2012

BUPATI BUOL

ttd

AURAIY H.A. BATALIPU

Diundangkan di Buol
pada tanggal 1O September 2012

KABUPATEN BUOL

RASYID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOLTAHUN 2012 NOMOR05
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